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SOROTAN KEGIATAN 
 

 

RAKERNAS 2024
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM Tahun 2024 diselenggarakan pada 26ð28 Maret 

di Semarang secara hybrid, diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan daerah. 

Mengangkat tema òPenguatan Pengawasan Obat dan Makanan: Mendukung 

Pertumbuhan Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Inklusif dan 

Berkelanjutanó, kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi antarunit, 

sekaligus forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan program prioritas 

pengawasan obat dan makanan tahun 2025.

Rakernas juga menjadi momen penting dalam konsolidasi peran BPOM terhadap 

Rancangan RPJMN 2025ð2029 dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta 

Rencana Kerja (Renja) BPOM Tahun Anggaran 2025. Melalui kolaborasi lintas 

kementerian/lembaga, BPOM memperkuat sinergi pengawasan nasional sekaligus 

mengukuhkan kontribusinya dalam agenda Prioritas Nasional, khususnya 

pembangunan SDM, kesehatan masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan.

REN 2024

Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional (REN) 2024 pada 3ð4 Desember di Surabaya adalah 

forum evaluasi kinerja dan refleksi akhir atas pelaksanaan Renstra 2020ð2024. 

Mengusung tema òOptimalisasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk 

Mewujudkan BPOM sebagai Organisasi Kelas Dunia Menuju Indonesia Emas 

2045ó, REN 2024 difokuskan pada evaluasi capaian Renja 2024 serta penyusunan 

strategi menuju Renstra 2025ð2029.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, REN juga dirangkaikan dengan Rapat 

Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai tindak lanjut atas hasil audit penerapan Sistem 

Mutu ISO 9001:2015. Dalam laporannya, Sekretaris Utama menekankan pentingnya 

REN sebagai sarana konsolidasi organisasi dan evaluasi menyeluruh dalam 

memperkuat peran BPOM dalam perlindungan kesehatan masyarakat.
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Bimtek Penyusunan RKA -K/L 

Pagu Anggaran TA 2025

Dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan dan 

penganggaran Tahun Anggaran 2025, BPOM 

menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) 

Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2025 pada 31 Juli ð1 

Agustus 2024 di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta. Kegiatan 

ini diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan operator 

aplikasi RKA-K/L dari seluruh unit pusat dan UPT BPOM. 

Pertemuan ini menjadi tahap awal penyusunan RKA-K/L, yang 

mencakup penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana 

Anggaran Biaya (RAB), serta data dukung lainnya.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan seluruh satuan kerja 

menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan regulasi 

terbaru, yaitu PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan 

dan Pelaksanaan Anggaran serta PMK No. 39 Tahun 2024 

tentang Standar Biaya Masukan TA 2025. Selain itu, dilakukan 

juga penelaahan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta 

review awal oleh APIP. Output dari kegiatan ini berupa data 

elektronik RKA-K/L dan data dukung Tahun Anggaran 2025 

sebagai dasar kelengkapan perencanaan anggaran BPOM 

secara nasional.

Bimtek Penyusunan RKA -K/L 

Alokasi Anggaran TA 2025
BPOM menggelar Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-

K/L Alokasi Anggaran TA 2025 pada 8ð10 Oktober 2024 di 

Hotel JS Luwansa, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh 

satker pusat dan UPT BPOM untuk menindaklanjuti hasil 

penelaahan sebelumnya dan menyempurnakan dokumen 

perencanaan sesuai ketentuan PMK terbaru.

Fokus kegiatan meliputi finalisasi KAK, RAB, dan data dukung, 

serta Desk RKA-K/L bersama APIP BPOM. Hasil dari bimtek 

ini adalah dokumen RKA-K/L Alokasi Anggaran dan data 

dukung lengkap yang menjadi dasar penyusunan DIPA TA 

2025 serta proses penerbitan SAPSK dan DIPA oleh 

Kementerian Keuangan.
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Sosialisasi Penyusunan PK dan 

RAPK Tahun 2025
Sebagai bagian dari implementasi Keputusan Kepala 

BPOM Nomor 311 Tahun 2023, Biro Perencanaan 

dan Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi 

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana 

Aksi PK (RAPK) Tahun 2025 pada 18 Desember 

2024 secara hybrid di Grand Mercure Jakarta 

Kemayoran. Kegiatan ini melibatkan seluruh satuan 

kerja BPOM dan bertujuan untuk menyelaraskan 

dokumen PK dan RAPK dengan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan dilakukan melalui aplikasi Simetris e-

Planning dengan pemetaan alokasi anggaran 

terhadap IKK, IKP, dan IKSS. Dalam kesempatan ini 

juga diluncurkan Aplikasi Simetris 2.1, yang hadir 

dengan fitur baru seperti Pusat Bantuan, tampilan 

dashboard yang diperbarui, serta menu Diagram 

Sasaran untuk mendukung perencanaan yang 

lebih komprehensif dan efisien.

Penelaahan Rancangan 

Renstra BPOM 2025ð2029
Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Strategis 

(Renstra) BPOM Tahun 2025ð2029, BPOM bersama 

Bappenas telah melaksanakan penelaahan pada 12 

November 2024 guna memastikan keselarasan dengan 

dokumen perencanaan nasional, yaitu RPJPN 2025ð2045 

dan rancangan RPJMN 2025ð2029. Hasil pembahasan 

menghasilkan lembar catatan kesepakatan yang menjadi 

dasar perbaikan rancangan Renstra BPOM.

Penelaahan mencakup kesesuaian visi dan misi BPOM 

dengan visi Presiden, konsistensi kebijakan dan program 

dengan RPJMN, serta keterkaitan sasaran strategis hingga 

indikator kinerja (ISS, IKP, IKK) dengan target pembangunan 

nasional. Langkah ini memperkuat posisi strategis BPOM 

dalam mendukung agenda pembangunan jangka menengah 

nasional secara terarah dan terukur.



  

xv  

 

 

 

 

 

Penyusunan Laporan 

Keuangan BPOM Tahun 2023
ÅKegiatan penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2023 

Unaudited dilaksanakan pada 30 Januari hingga 3 Februari 2024 di Hotel 

Double Tree Cikini, Jakarta. Kegiatan ini melibatkan tim dari pusat hingga 

daerah, termasuk Tim Penyusun Laporan Keuangan, Tim BMN, Tim Review 

Inspektorat Utama, dan petugas dari Satker maupun wilayah. Fokus utama 

kegiatan adalah konsolidasi 10 laporan keuangan Satker Pusat dan 18 laporan 

keuangan wilayah melalui verifikasi rekonsiliasi, klarifikasi peristiwa penting 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta identifikasi informasi 

relevan lainnya untuk dimasukkan dalam CaLK BPOM.

ÅPenyusunan laporan keuangan dilanjutkan untuk Semester I dan Triwulan III 

Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Semester I berlangsung secara hybrid pada 17ð

19 Juli 2024 di Hotel Grand Melia Jakarta dan melalui Zoom Meeting, dibuka 

oleh Sekretaris Utama BPOM dan diisi paparan dari Inspektur Utama serta 

narasumber Kemenkeu. Sementara itu, kegiatan Triwulan III dilaksanakan daring 

penuh pada 16ð18 Oktober 2024. Pada kedua kegiatan tersebut, kembali 

dibahas dan dikonsolidasikan laporan dari 10 Satker Pusat dan 18 wilayah guna 

memastikan keakuratan laporan keuangan BPOM secara keseluruhan.
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BAB. I: 

PENDAHULUAN 

Sebagai unit penunjang dukungan manajemen, Biro Perencanaan dan Keuangan 

menjalankan perannya dengan berpedoman pada misi Badan POM dalam menyusun 

perencanaan tahunan dan lima tahunan. Seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh 

pimpinan diupayakan tertuang secara konsisten dalam dokumen perencanaan, 

lengkap dengan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaannya. 

Dalam kapasitasnya sebagai koordinator dan fasilitator, Biro Perencanaan dan 

Keuangan memastikan bahwa setiap sumber daya diarahkan pada program dan 

kegiatan yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi. 

Pemantauan dilakukan secara periodik melalui indikator output dan outcome yang 

terukur. 

Dalam keterbatasan sumber daya yang ada, penetapan skala prioritas menjadi kunci. 

Kebijakan ini senantiasa mengacu pada kebutuhan organisasi serta arahan pimpinan 

agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan efektif dan berdaya guna. 

1.1 VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI 

Biro Perencanaan dan Keuangan berperan strategis untuk mendukung pencapaian Visi 

dan Misi BPOM.  Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan yang dituangkan dalam 

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Tahun 2020 - 2024 sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu: 

1.1.1 VISI 

 

òObat dan Makanan aman, bermutu , dan berdaya saing  untuk 

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri , dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royongó 
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1.1.2 MISI 

V Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

V Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan 

dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur 

ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa . 

V Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah 

pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan 

bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 

V Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. 

 

1.1.3 BUDAYA ORGANISASI 

Budaya organisasi memegang peranan penting dalam membentuk karakter, etos kerja, 

serta arah kebijakan di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Nilai-nilai luhur 

yang diyakini secara bersama menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas, serta 

menjadi sumber semangat dalam mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan 

berintegritas tinggi.  

Budaya organisasi merupakan refleksi dari keyakinan serta perilaku yang harus dihayati 

dan diamalkan oleh seluruh pegawai. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang secara 

konsisten inilah yang menjadi penggerak utama dalam berkarya dan memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Sebagai wujud penguatan nilai ASN yang profesional dan berkarakter, Biro 

Perencanaan dan Keuangan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terangkum dalam 

budaya kerja BerAKHLAK, yang menjadi Core Values seluruh ASN Indonesia. 

Core Values BerAKHLAK disusun untuk 

menyeragamkan interpretasi terhadap nilai-

nilai dasar serta kode etik dan perilaku ASN 

yang tercantum dalam Undang-Undang No. 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Berbagai nilai yang sebelumnya tersebar di tiap instansi kini dirumuskan menjadi satu 
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kesatuan nilai yang dapat berlaku secara umum. BerAKHLAK merupakan akronim 

untuk enam core values diantaranya: 

1. Berorientasi Pelayanan  

V Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

V Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 

V Melakukan perbaikan tiada henti. 

2. Akuntabel  

V Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, 

dan berintegritas tinggi.  

V Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung 

jawab, efektif, dan efisien. 

V Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 

3. Kompeten  

V Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu 

berubah. 

V Membantu orang lain belajar. 

V Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 

4. Harmonis  

V Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 

V Suka menolong orang lain. 

V Membangun lingkungan kerja yang kondusif.  

5. Loyal  

V Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. 

V Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 

V Menjaga rahasia jabatan dan negara. 

6. Adaptif  

V Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 

V Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 

V Bertindak proaktif. 
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7. Kolaboratif  

V Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.  

V Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 

V Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan 

bersama. 

Dengan menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK, Biro Perencanaan dan Keuangan 

berkomitmen untuk menjadi teladan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

yang bersih, melayani, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan bangsa dan negara. 

Slogan òBangga Melayani Bangsaó bukan 

sekadar ungkapan, melainkan bentuk 

kebanggaan dan panggilan moral setiap ASN 

dalam memberikan pelayanan terbaik bagi 

masyarakat. Melalui implementasi nilai-nilai 

BerAKHLAK. ASN Biro Perencanaan dan 

Keuangan tidak hanya bekerja untuk 

menyelesaikan tugas, tetapi untuk mengabdi, melayani dengan ketulusan, 

kebanggaan, dan dedikasi penuh kepada bangsa dan negara. 

Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang menuntun ASN Biro Perencanaan dan 

Keuangan untuk menjadikan pelayanan sebagai kehormatan, bukan beban. Karena 

sesungguhnya, melayani adalah wujud cinta pada tanah air . 

 

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1.2.1 TUGAS POKOK 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 

2022  tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 

pasal 12 bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan . 

 

Gambar 1. 1 Bangga Melayani Bangsa: 

Makna yang Dihidupkan Lewat 

BerAKHLAK 
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1.2.2 FUNGSI 

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan 

fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 13 Tahun 2022 pasal 13, yaitu: 

a) penyiapan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian 

rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM. 

b) penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. 

c) penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri. 

d) penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di 

lingkungan BPOM. 

e) penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan. 

f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. 

 

1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, 

struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. 2 Struktur Organisas i 

Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, sistem kerja dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyesuaikan dengan Keputusan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman 

 

 
 

Kepala  
Biro Perencanaan dan Keuangan  

 
 Kelompok Jabatan Fungsional  

 
 

Kepala  
Subbagian Tata Usaha  

 
 Kelompok Jabatan Fungsional  
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Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan 

Birokrasi. 

Pedoman ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan nasional sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022. Sebagai implementasi 

kebijakan tersebut, struktur organisasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan 

disesuaikan menjadi penugasan terhadap delapan Tim Kerja dan satu Subbagian, yaitu: 

1.    Tim Kerja Perencanaan 

2.    Tim Kerja Penganggaran 

3.    Tim Kerja Urusan Daerah 

4.    Tim Kerja Hibah 

5.    Tim Kerja Pengarusutamaan Gender 

6.    Tim Kerja Keuangan 

7.    Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 

8.    Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja 

9.    Subbagian Tata Usaha 

  

Struktur organisasi penugasan tersebut ditujukan untuk mendukung efektivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan secara lebih adaptif, 

responsif, dan terintegrasi. Adapun Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan 

Keuangan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 3 Struktur Penugasan Biro Perencanaan dan Keuangan 2025  
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Sebagaimana bagan pada Gambar 1.2 pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan 

dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan , yang 

bertanggung jawab langsung atas koordinasi dan pengawasan seluruh tim kerja di 

bawahnya. Kepala Biro menetapkan arah strategis, memberikan arahan teknis, serta 

memastikan integrasi kerja antarunit untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja 

organisasi secara menyeluruh. 

Pelaksanaan fungsi teknis operasional didistribusikan kepada delapan tim kerja dan 

satu subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh ketua tim dan kepala subbagian. 

Sebagaimana bagan pada Gambar 1.2 pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan 

dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, yang 

bertanggung jawab langsung atas koordinasi dan pengawasan seluruh tim kerja di 

bawahnya. Kepala Biro menetapkan arah strategis, memberikan arahan teknis, serta 

memastikan integrasi kerja antarunit untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja 

organisasi secara menyeluruh. Pelaksanaan fungsi teknis operasional didistribusikan 

kepada delapan tim kerja dan satu subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh 

ketua tim dan kepala subbagian. 

 

1.2.4 TIM KERJA 

Penjelasan tugas setiap tim kerja dijabarkan sebagai berikut: 

1) Tim Kerja Perencanaan  

Tim Kerja Perencanaan melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, 

penyerasian, dan pengintegrasian perencanaan strategis jangka panjang, jangka 

menengah, serta rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

Lingkup pelaksanaan tugas dimaksud meliputi: 

V Penyusunan Perencanaan Strategis  

Menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan analisis, dan penyerasian 

dokumen perencanaan strategis, yang mencakup Rencana Strategis 

(Renstra), Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan serta 

masukan terhadap dokumen rencana jangka panjang dan jangka menengah 

nasional (RPJPN dan RPJMN) 
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V Penyusunan Perencanaan Tahunan  

Menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan analisis, dan penyerasian 

dokumen perencanaan kerja tahunan, yang meliputi Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi 

Perjanjian Kinerja (RAPK). 

 

2) Tim Kerja Penganggaran  

Tim Kerja Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas 

dimaksud, Tim Kerja Penganggaran menyelenggarakan fungsi berupa penyiapan 

bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Lingkup pelaksanaan tugas dimaksud meliputi: 

V Penyusunan Dokumen Penganggaran  

Menyusun Dokumen Penganggaran untuk tahun n+1. Dimulai dari 

penyusunan baseline kebutuhan anggaran tahun n+1, penyusunan usulan 

kebutuhan dan anggaran tahun n+1 dan dituangkan dalam Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) tahun n+1. 

Melakukan penelaahan dengan meneliti kesesuaian RKA-K/L dan data 

dukung dengan besaran alokasi pagu anggaran sehingga menghasilkan DIPA 

BPOM. 

 

V Penyusunan Pedoman/Standar Penganggaran  

Menyusun Dokumen Standar Biaya Keluaran (SBK), Petunjuk Teknis dan 

Petunjuk Pelaksanaan Anggaran (Juklak) yang digunakan sebagai 

Pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan bagi seluruh Satker yang ada 

lingkungan BPOM. 

 

V Penyusunan Target Penyusunan dan Penerimaan PNBP  

Menyusun Target Perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun 

anggaran untuk tahun yang direncanakan, membuat proyeksi setoran PNBP 

sampai dengan akhir tahun berjalan dan menyusun rencana pelaksanaan 

program/kegiatan tahun anggaran berjalan sehingga t erbit SE Maksimum 

Pencairan PNBP. 
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V Koordinasi Penganggaran dengan Instansi Eksternal  

Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi eksternal untuk melakukan 

pembahasan dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan 

penyusunan bahan RDP dengan mitra kerja BPOM. 

 

3) Tim Kerja Urusan Daerah  

Tim Kerja Urusan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan 

penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan pada pemerintah daerah.  

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Tim Kerja Urusan Daerah menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

V Mengawal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Obat 

dan Makanan (BOK POM)   

Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Kesehatan 

Obat dan Makanan (BOK POM). 

 

V Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM  

Menyusun Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM yang 

digunakan sebagai Pedoman/acuan dalam pengelolaan dana BOK POM 

bagi seluruh Pemerintah Daerah penerima dana BOK POM. 

 

V Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengawasan Obat dan Makanan 

dengan Pemerintah Daerah   

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah 

guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan 

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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4) Tim Kerja Hibah  

Tim Kerja Hibah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi secara internal dan 

eksternal dalam rangka penyiapan bahan dan pengelolaan pinjaman serta hibah, 

baik dari dalam maupun luar negeri, di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Hibah menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

V Penyiapan Bahan Koordinasi  

Menyiapkan bahan untuk koordinasi internal dan eksternal terkait 

perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang didanai melalui 

pinjaman dan hibah, guna memastikan keselarasan dengan kebijakan 

nasional dan prioritas BPOM. 

 

V Pengelolaan Pinjaman dan Hibah  

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan teknis atas pinjaman dan hibah 

dari dalam dan luar negeri, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

V Koordinasi dengan Instansi Terkait  

Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka 

optimalisasi pemanfaatan pinjaman dan hibah untuk mendukung program 

dan kegiatan BPOM. 

 

V Pemantauan dan Evaluasi  

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

yang didanai melalui pinjaman dan hibah, serta menyusun laporan kinerja 

dan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

dana. 
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5) Tim Kerja Pengarusutamaan Gender  

Merujuk pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 46 Tahun 2024  tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dan 

Keputusan Kepala BPOM Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja 

Pengarusutamaan Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Perencanaan 

dan Keuangan merupakan koordinator Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

BPOM. 

Untuk memperkuat kinerja tim teknis Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

BPOM tersebut, dibentuklah tim kerja dalam Biro Perencanaan dan Keuangan yakni 

Tim Kerja Pengarusutamaan Gender yang memiliki fungsi mengoordinasikan 

pengarusutamaan gender dan inklusi sosial bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Tim Kerja Pengarusutamaan Gender 

menyelenggarakan tugas sebagai berikut: 

V Mereviu dan menyusun kebijakan/program/kegiatan dalam rangka 

penguatan implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

V Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi 

pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan. 

V Mengembangkan jejaring kerja dan koordinasi pelaksanaan 

pengarusutamaan gender lintas sekto. 

V Memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan sensitifitas gender. 

 

 

6) Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja  

Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, 

dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 

Kinerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
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V Monitoring Kinerja  

Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

di lingkungan BPOM untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja 

dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 

V Evaluasi Kinerja  

Melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

program dan kegiatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna 

meningkatkan kinerja organisasi. 

V Pelaporan Kinerja  

Menyusun laporan kinerja secara periodik sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta 

sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. 

 

7) Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)  

Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertugas 

menyiapkan dan melaksanakan koordinasi pengendalian intern atas pelaporan 

keuangan di lingkungan BPOM. Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja PIPK menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

V Penyiapan Bahan Koordinasi dan Kebijakan PIPK  

Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan perumusan kebijakan terkait 

pengendalian intern atas pelaporan keuangan, termasuk penyusunan 

pedoman, strategi, dan rencana aksi guna mendukung pelaksanaan 

pengendalian intern yang efektif dan efisien. 

 

V Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Intern  

Melaksanakan kegiatan yang mendukung implementasi pengendalian 

intern atas pelaporan keuangan, termasuk identifikasi risiko, penilaian 

pengendalian yang ada, dan pengembangan serta pelaksanaan rencana 

tindak pengendalian. 
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V Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern  

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian 

intern atas pelaporan keuangan, serta menyusun laporan sebagai bentuk 

akuntabilitas dan dasar perbaikan berkelanjutan. 

 

V Koordinasi dengan Instansi Terkait  

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan instansi eksternal dalam 

rangka sinergi pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan 

sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

8) Tim Kerja Keuangan  

Tim Kerja Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi 

dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan 

di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Keuangan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

V Pengelolaan Perbendaharaan  

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan 

perbendaharaan, termasuk pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

anggaran secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

V Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan  

Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis 

dan penyusunan laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan akuntabilitas kinerja 

keuangan BPOM. 

 

V Pemantauan dan Evaluasi Sistem Akuntansi  

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan pemantauan 

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi instansi 

pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang 

berlaku. 
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V Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  

Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara efektif dan 

akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

6) Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan   

 

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan 

Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran. 

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. 

c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan. 

d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu. 

e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian. 

f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. 

g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan. 

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. 
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BAB 2:   

PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

2.1. SUMBER DAYA MANUSIA 

2.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024  

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan 

didukung oleh lima Ketua Tim Kerja Fungsi dan satu Kepala Subbagian Tata Usaha. 

Hingga akhir tahun 2024, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tercatat 

sebanyak 76 orang, terdiri atas 60 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup 50 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 

serta 16 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). 

Sepanjang tahun 2024, terjadi beberapa dinamika dalam komposisi pegawai, antara 

lain: 

 

┌  +4 ASN naik  dari 55  59 pegawai (tambahan PPPK 

dari unit lain)  

┐  -3 PPNPN turun dari 24  21 pegawai (karena -2 

PPPK keluar, -1 PPPK masuk) 

 

*Total pegawai naik dari 79  80 pegawai  

┌  +1 ASN naik dari 59  60 pegawai 

(redistribusi dari Biro Umum) 

┐  ð1 PPNPN turun  dari 21  20 pegawai 

(resign masuk PPPK ke BKN) 

 

*Total pegawai tetap 80 pegawai  

┐  ð3 PPNPN turun dari 20  17 

pegawai (resign masuki PPPK ke 

PemProv. DKI Jakarta) 

 

 

*Total pegawai menjadi 80  77 

pegawai  

┐  ð1 PPNPN turun dari 17  16 

pegawai (resign) 

 

 

 

*Total pegawai tetap 76 pegawai  
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V Maret 2024  

Per Maret, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan sebanyak 80 

orang, terdiri dari 59 ASN (49 PNS dan 10 PPPK) serta 21 PPNPN. Pada bulan ini 

terdapat penambahan 4 PPPK (1 PPNPN perubahan status menjadi PPPK dan 3 

pindahan dari unit lain menjadi PPPK ke Biro). Hal ini mengurangi 3 PPNPN 

karena 1 pegawai naik PPPK ke internal dan 2 pegawai menjadi PPPK ke unit 

lain. 

V April 2024  

Per April, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tetap sebanyak 80 

orang. Terdapat perubahan komposisi pegawai, yaitu penambahan 1 PNS 

redistribusi dari Biro Umum, serta pengurangan 1 PPNPN yang diterima sebagai 

PPPK di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian, susunan pegawai 

bulan April terdiri atas 50 PNS, 10 PPPK, dan 20 PPNPN. 

V Mei 2024  

Pada bulan Mei, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan berkurang 

menjadi 77 orang. Hal ini disebabkan oleh pengunduran diri tiga orang PPNPN 

yang diterima sebagai pegawai PPPK di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan 

perubahan ini, komposisi pegawai bulan Mei terdiri dari 50 PNS, 10 PPPK dan 

17 PPNPN. 

V September 2024  

Pada bulan September, Satu orang PPNPN mengundurkan diri atas permintaan 

sendiri. Dengan demikian, susunan pegawai bulan September terdiri atas 50 

PNS, 10 PPPK dan 16 PPNPN. Sehingga jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan 

Keuangan tersisa 76 orang. 

 

 

Dengan demikian hingga tahun 2024, total pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan 

berjumlah 76 orang,  terdiri dari 60 ASN (PNS dan PPPK) dan 16 PPNPN. 

 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

ASN 55 55 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

PPNPN 24 24 21 20 17 17 17 17 16 16 16 16

TOTAL 79 79 80 80 77 77 77 77 76 76 76 76
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2.1.2. DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 

Tingkat pendidikan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2024 dapat 

dilihat pada grafik berikut ini:  

 

Gambar 2. 1 Grafik PNS berdasarkan Tingkat Pendidian Tahun 2024  

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024, populasi terbesar pada tahun 2024 masih 

sama dengan tahun sebelumnya yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana 

(S1) sejumlah 3 4 pegawai  dengan persentase 56,67% dari total pegawai. 

 

2.1.3. DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN 

Berdasarkan data kepegawaian, hingga akhir tahun 2024, jumlah pegawai di Biro 

Perencanaan dan Keuangan tercatat sebanyak 60 (enam puluh) orang Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). Dari jumlah tersebut, 2 (dua) orang menduduki jabatan struktural, 

sedangkan sisanya menduduki jabatan fungsional, baik sebagai pejabat fungsional 

tertentu maupun fungsional umum.  

 

Pada bulan Maret 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan memperoleh tambahan 

sumber daya manusia melalui pengangkatan 4 (empat) orang Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keempat pegawai tersebut mengisi formasi jabatan 
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fungsional, terdiri dari 2 (dua) orang Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) orang Pranata 

Komputer Ahli Pertama, dan 1 (satu) orang Pranata Komputer Terampil. 

 

Selanjutnya, pada bulan April 2024, terdapat mutasi internal antarunit kerja yang 

menambah jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, 

dengan jabatan Perencana Ahli Pertama, yang sebelumnya bertugas di Biro Umum. 

 

Selain itu, pada tahun yang sama, terdapat 1 (satu) orang pegawai dengan jabatan 

Perencana Ahli Pertama yang mendapat penugasan untuk mengikuti program Tugas 

Belajar, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai. 

 

Perubahan komposisi kepegawaian ini menunjukkan dinamika dan penguatan 

kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. 

 

 

Gambar 2. 2 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2024  
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Grafik pada Gambar 2.2 menyajikan gambaran komposisi pegawai di lingkungan Biro 

Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 berdasarkan jenis jabatan yang diemban. Data 

menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menempati jabatan fungsional tertentu, 

dengan dominasi pada jabatan Analis Kebijakan Madya  sebanyak 9 orang  (15% dari 

total pegawai), diikuti oleh Analis Anggaran Ahli Muda  sebanyak 7 orang , serta 

Perencana Ahli Pertama  dan Analis Anggaran Ahli Pertama  masing-masing 

sebanyak 5 orang . Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural relatif kecil, 

mencerminkan struktur organisasi yang lebih menekankan pada peran fungsional. 

Selain itu, adanya pegawai yang mengikuti tugas belajar serta penambahan personel 

baru, termasuk melalui pengangkatan PPPK, menjadi indikator dinamika dan 

penguatan kapasitas SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan. 

 

2.1.4. DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA 

Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan termuda  berusia 24 tahun  dan tertua  (55 

tahun ) dengan sebaran seperti pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 2. 3 Grafik PNS Berdasarkan Usia Tahun 2024  

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, populasi terbesar PNS Biro 

Perencanaan dan Keuangan adalah usia 31-40 tahun  yaitu sebesar 35%, diikuti oleh 

kelompok usia 41-50 tahun  ke atas yaitu sebesar 33,33%. 
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2.1.5.  KEBUTUHAN PEGAWAI 

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan mendapatkan tambahan 5 (lima) orang pegawai 

yang terdiri dari 4  (empat) orang pegawai PPPK dan pindahan 1 (satu) orang pegawai 

PNS dari Biro Umum sehingga sampai akhir tahun 2024 total pegawai Biro 

Perencanaan dan Keuangan berjumlah 60 (enam puluh) pegawai ASN.  

 

 
Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari Tahun 2015 -2024 

 

Berdasarkan Gambar 2.4, selama lima tahun terakhir (2020ð2024), jumlah pegawai di 

Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami peningkatan bersih sebesar 42,86%, dari 

42 orang pada tahun 2020 menjadi 60 orang pada tahun 2024. Meskipun terdapat 

fluktuasi di tengah periode, tren secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan 

signifikan dalam jumlah pegawai. 
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Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dihitung pada tahun 2024, kebutuhan SDM di 

Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 ANALISIS BEBAN KERJA DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

TAHUN 2024  

No  Nama Jabatan  ABK 
Jumlah 

Pegawai 
GAP 

1 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 1 1 0 

2 Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perencanaan 

dan Keuangan 

1 1 0 

3 Analis Anggaran Ahli Madya 6 2 4 

4 Analis Anggaran Ahli Muda 9 4 5 

5 Analis Anggaran Ahli Pertama 9 3 6 

6 Analis Kebijakan Ahli Madya 1 1 0 

7 Analis Kebijakan Ahli Pertama 11 7 4 

8 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 3 1 2 

9 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 4 3 1 

10 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 5 6 -1 

11 Arsiparis Terampil 4 2 2 

12 Penata Laksana Barang Terampil 1 1 0 

13 Perencana Ahli Madya 7 2 5 

14 Perencana Ahli Muda 10 5 5 

15 Perencana Ahli Pertama 17 10 7 

16 Pranata Keuangan APBN Mahir 3 1 2 

17 Pranata Keuangan APBN Penyelia 3 2 1 

18 Pranata Keuangan APBN Terampil 3 4 -1 

19 Pranata Komputer Ahli Pertama 2 2 0 

20 Pranata Komputer Terampil 1 1 0 

21 Analis Kebijakan Ahli Muda 5 0 5 

22 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 1 0 1 

23 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 1 0 1 

24 Arsiparis Ahli Pertama 1 0 1 

25 Arsiparis Mahir 2 0 2 

26 Arsiparis Penyelia 1 0 1 

27 Pranata SDM Aparatur Mahir 1 1 0 

28 Pranata SDM Aparatur Terampil 1 0 1 

TOTAL  114 60  54 

Sepanjang tahun 2024, dinamika kepegawaian di Biro Perencanaan dan Keuangan 

mengalami perubahan yang cukup signifikan, seiring dengan proses pengangkatan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada bulan Maret 2024, terjadi 
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pergeseran sumber daya manusia dengan keluarnya 3 (tiga) pegawai PPNPN dan 

masuknya 4 (empat) orang pegawai PPPK. Selanjutnya, pada April 2024, biro menerima 

1 (satu) pegawai pindahan dari Biro Umum berstatus CPNS, sementara 1 (satu) pegawai 

PPNPN mengakhiri masa tugasnya karena diterima sebagai PPPK di instansi lain. Pada 

bulan Mei, 3 (tiga) pegawai PPNPN kembali dilepas setelah dinyatakan lulus seleksi 

PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, pada bulan September 

1 (satu) pegawai PPNPN mengundurkan diri atas permintaan pribadi.  

Dengan demikian, hingga akhir tahun 2024, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan 

Keuangan tercatat sebanyak 76 orang , terdiri atas 60 pegawai PNS dan PPPK , serta 

16 pegawai PPNPN .  

 

2.1.6.  PENINGKATAN KOMPETENSI SDM 

Dalam rangka menjawab tantangan pelaksanaan program dan tanggung 

jawab yang semakin besar, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ke 

depan, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun perencanaan kebutuhan 

pendidikan lanjutan dan pelatihan kompetens i. Perencanaan ini didasarkan pada 

kebutuhan aktual organisasi dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang 

tersedia saat ini. 

Sebagian besar tugas strategis seperti perencanaan jangka panjang, 

pengembangan organisasi dan tatalaksana kerja, penyempurnaan sistem sampling, 

integrasi pengelolaan data, serta sistem pelaporan terpadu membutuhkan 

kemampuan analitis yang tinggi. Oleh karena itu, selain memerlukan penambahan 

jumlah pegawai, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial menjadi kebutuhan 

mendesak yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengembangan kompetensi 

yang berlaku. 

Pada tahun 2024, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan 

berkelanjutan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pegawai, yaitu Okto Dasa Matra 

Suharjo, S.T., yang sedang menjalani Tugas Belajar melalui beasiswa Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pegawai tersebut menempuh Program Studi 

Masterõs in Applied Geographic Information Systems di National University of Singapore. 

Di samping itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan juga dilakukan 

secara mandiri oleh seluruh pegawai melalui platform IDEAS yang disediakan oleh 
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Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan data dari 

aplikasi SIASN tahun 2024, tercatat terdapat 630 jenis pelatihan  yang telah diikuti oleh 

pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu, Pengembangan Kompetensi yang 

diajukan pada SIASN menu Perencanaan Pengembangan Kompetensi tahun 2024 

terealisasi sebagaimana terlihat pada Tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Diklat Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024  

 

 

2.2. SURAT MENYURAT 

Sepanjang tahun 2024, seluruh proses penerimaan surat masuk di Biro Perencanaan 

dan Keuangan telah dilaksanakan secara digital melalui Aplikasi Srikandi. Selama 

periode tersebut, tercatat sebanyak 3.883 naskah  berhasil diterima dan dikelola, yang 

terdiri atas 1.765 naskah masuk , 567 disposisi , dan 407 tembusan . 

Sementara itu, pengelolaan surat keluar juga telah sepenuhnya terdigitalisasi. 

Sepanjang tahun 2024, jumlah surat keluar  tercatat sebanyak 1.144 dokumen , 

dengan rincian 908 dokumen ditandatangani oleh Kepala Biro  dan 236 dokumen 

ditandatangani oleh Sekretaris Utama . 
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Gambar 2. 5 Perbandingan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2024  

Transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi Srikandi ini menjadi bagian dari 

komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mewujudkan tata kelola administrasi 

pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan ramah lingkungan. 

Tahun Naskah 

Masuk  

Disposisi  Tembusan  Total Surat 

Masuk  

Total Surat 

Keluar  

2021 1.753 1.555 894 4.202 1.462 

2022 1.537 863 240 2.640 1.583 

2023 2.983 1.321 703 5.007 1.687 

2024 1.765 567 407 2.739 1.144 

 

Gambar 2. 6 Perbandingan Jumlah Surat dari 2021 -2024 

Sepanjang periode 2021ð2024, volume surat di Biro Perencanaan dan Keuangan 

mengalami dinamika signifikan. Jumlah surat masuk mencapai puncaknya pada 2023 

sebanyak 5.007 dokumen, kemudian menurun drastis sebesar 45,3% pada 2024 

menjadi 2.739 dokumen.  
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 Surat Masuk 4.202 2.640 5.007 2.739

Surat Keluar 1.462 1.583 1.687 1.144

2.739

1.144
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Sementara itu, surat keluar relatif stabil pada 2021ð2023 dengan rata-rata di atas 1.500 

dokumen per tahun, namun mengalami penurunan sebesar 32,2% pada 2024 menjadi 

1.144 dokumen. Penurunan ini mencerminkan efisiensi yang diperoleh melalui 

digitalisasi proses persuratan menggunakan Aplikasi Srikandi,  serta peningkatan 

kualitas komunikasi dan penyederhanaan proses administrasi yang lebih efektif dan 

terarah. 

 

2.3. SARANA DAN PRASARANA 

Adapun Sarana dan Prasarana pada tahun 2024 di lingkungan Biro Perencanaan dan 

Keuangan berdasarkan pengadaan BMN yang dilakukan pada tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana pada tahun 2024  

No 
Nama 

Barang 
Merk  Tahun Kodefikasi  NUP 

Nama 

Pengguna  
Tim Kerja  

1 Notebook  Asus 

Expertbook 

1TB 

2024 3.10.01.02.003 690 Vini 

Anggraini, 

A.Md 

Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Kinerja 

2 P.C Unit Axioo My 

PC one 

P7Z 

2024 3.10.01.02.001 1151 Ali Muharam, 

SIP, MSE, MA 

Kepala Biro 

Perencanaan 

dan Keuangan 

3 Notebook  Asus 

ExpertBook 

2024 3.10.01.02.003 691 Ani Susanti, 

S.Farm, Apt 

Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Kinerja 

4 Notebook  Asus 

ExpertBook 

2024 3.10.01.02.003 692 Awali 

Romadhon, 

S.Ak. 

Urusan Daerah 

dan Hibah 

5 Notebook  Asus 

ExpertBook 

2024 3.10.01.02.003 693 Rita Alita 

Mardani, SE 

Urusan Daerah 

dan Hibah 

6 Notebook  Asus 

ExpertBook 

2024 3.10.01.02.003 695 Sutan Sahala 

Parulian, SE 

Penganggaran 

7 Notebook  Asus 

ExpertBook 

2024 3.10.01.02.003 694 Putra Perkasa Tata Usaha 

8 Video 

conference 

Video 

conference 

2024 3.06.01.02.132 8 Kevin Djap, 

S.M 

Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Kinerja 
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9 Tripod Takara 

Rover 66 

2024 3.06.01.02.045 22 Kevin Djap, 

S.M 

Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Kinerja 

10 Printer Epson 

workforce 

WF-100 

2024 3.10.02.03.003 951 Arum Lathifah Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Kinerja 

11 Printer Epson 

workforce 

WF-100 

2024 3.10.02.03.003 952 Vini 

Anggraini, 

A.Md 

Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Kinerja 

12 Lemari es Kulkas 2 

Pintu LG 

2024 3.05.02.04.001 128 Fungsi Tata 

Usaha 

Tata Usaha 

 

2.4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 

Pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN, pagu anggaran 

yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar 

Rp20.161.517.000 , yang terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp19.691.517.000  dan 

Belanja Modal sebesar Rp470.000.000.  

Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024  mencapai Rp20.156.986.380 , atau 

99,98% dari total pagu. Meskipun nilai penyerapan ini sedikit lebih rendah secara 

nominal dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang sebesar Rp20.946.341.879, 

namun secara persentase menunjukkan peningkatan dari 99,86%  pada tahun 2023 

menjadi 99,98%  pada tahun 2024, atau naik sebesar 0,12 poin persentase.  

 

Gambar 2. 7 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI DARI TAHUN 2019-2024 

96,88%

98,44%

99,37%

99,87% 99,86%
99,98%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Capaian Anggaran Biro Perencanaan 2019 - 2024



  

28  

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.6 capaian anggaran Biro Perencanaan tahun 2019ð

2024, terlihat tren yang meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2019, tingkat penyerapan anggaran tercatat sebesar 96,88%, kemudian mengalami 

peningkatan signifikan menjadi 98,44% pada tahun 2020. Tren positif ini terus berlanjut 

pada tahun 2021 (99,37%) dan 2022 (99,87%). Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 

tahun 2023 (99,86%), capaian kembali naik pada tahun 2024 mencapai 99,98%. 

Secara keseluruhan, grafik mencerminkan bahwa dalam lima tahun terakhir Biro 

Perencanaan berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran secara 

berkelanjutan, dengan tingkat serapan yang sangat mendekati sempurna, 

menunjukkan kinerja yang efisien dan terukur. 

Adapun realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan per kegiatan Tahun 

Anggaran 2024 capaiannya sebesar 99,98% cut -off tanggal 31 Desember 202 4. 

Adapun detail realisasi tersebut dapat dilihat melalui matriks di bawah ini:  

Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 202 4 

No 
Nama Program/ Kegiatan/ 

Rincian Output/SubOutput  
Satuan 

Volume Output  Anggaran (dalam Ribu)  

Target  
Reali

sasi 

%Capai

an 
Pagu Realisasi %Capaian 

2024 TW IV 2024 2024 TW IV 2024 
 

3159-Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan Penyusunan 

Dokumen Anggaran Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan  

20.161.517.000  20.156.986.350  99,98% 

A EBA. Layanan Dukungan 

Manajemen Internal  

Layanan 1 1 100% 2.075.649.000  2.074.807.324  99,96% 

1 960.Layanan Organisasi dan Tata 

Kelola Internal 

Layanan 1 1 100% 2.075.649.000 2.074.807.324 99,96% 

B EBD. Layanan Manajemen Kinerja 

Internal  

dok  45 45 100% 18.085.868.000  18.082.179.026  99,98% 

2 952.Layanan Perencanaan dan 

Penganggaran 

dok 18 18 100% 10.033.185.000 10.031.412.010 99,98% 

3 953.Layanan Pemantauan dan 

Evaluasi 

dok 18 18 100% 3.577.575.000 3.576.046.532 99,96% 

4 955.Layanan Manajemen Keuangan dok 9 9 100% 4.475.108.000 4.474.720.484 99,99% 

 

2.5. SASARAN MUTU 

Sasaran Mutu merupakan target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran pencapaian 

mutu layanan di suatu instansi dalam periode tertentu. Pada Tahun Anggaran 2024, 

Sasaran Mutu Biro Perencanaan dan Keuangan tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro 
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Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPOM 

pada tanggal 22 Desember 2023. 

Namun, seiring dengan terjadinya perubahan struktur organisasi di akhir tahun 2024, 

termasuk peralihan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk posisi Sekretaris 

Utama, maka dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dimaksud. Perjanjian Kinerja 

yang telah disesuaikan tersebut ditetapkan kembali oleh Sekretaris Utama yang baru 

pada tanggal 5 November 2024. 

Adapun ketetapan terbaru mengenai Sasaran Mutu Biro Perencanaan dan Keuangan 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 202 4 

No  Sasaran Kegiatan/ Sasaran 

Mutu  

Indikator Kinerja  Target  

1 Meningkatnya Kualitas 

Dukungan Manajemen BPOM 

di Lingkup Biro Perencaaan 

dan Keuangan 

1 Nilai AKIP komponen 

PerencanaanKinerja, 

Pengukuran Kinerja, 

PelaporanKinerja dan 

Pencapaian Kinerja BPOM 

62.25 

2 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 

(EKA) BPOM 

93.23 

3 Nilai Indikator Kinerja 

PelaksanaanAnggaran (IKPA) 

BPOM 

96.15 

4 Persentase kesesuaian 

LaporanKeuangan BPOM yang 

disusun sesuaiSAP 

100 

2 Meningkatnya 

kepuasaninternal BPOM 

terhadap layanan 

BiroPerencanaan dan 

Keuangan 

1 Indeks kepuasan internal 

BPOMterhadap layanan 

dukungan manajemenBiro 

Perencanaan dan Keuangan 

3,85 

3 Meningkatnya 

KualitasDokumen 

perencanaan, penganggaran, 

monev danpelaporan kinerja, 

pelaksanaananggaran dan 

pelaporan keuangansatker 

sesuai pedoman 

1 Persentase kesesuaian 

dokumenperencanaan, 

penganggaran, monevdan 

pelaporan kinerja, 

pelaksanaananggaran dan 

pelaporan keuangan satker 

terhadap pedoman 

92 
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4 Meningkatnya 

kualitasperencanaan, 

penganggaran, monevdan 

pelaporan kinerja, 

pelaksanaananggaran dan 

pelaporan keuanganBPOM 

1 Persentase dokumen 

perencanaan, penganggaran, 

monev dan pelaporan kinerja, 

pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan BPOM 

yang diselesaikan tepat waktu 

dan sesuai standar  

100 

2 Persentase dokumen 

perencanaan, penganggaran, 

monev dan pelaporan kinerja, 

pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan SESTAMA 

yang diselesaikan tepat waktu 

dan sesuai standar  

100 

5 Terwujudnya tata 

kelolapemerintahan Biro 

Perencanaan danKeuangan 

yang optimal  

1 Indeks RB Biro Perencanaan dan 

Keuangan 

91.9 

2 Nilai Pengelolaan Kearsipan 97.5 

6 Terwujudnya SDM 

BiroPerencanaan dan 

Keuangan yangberkinerja 

optimal  

1 Indeks Profesionalitas ASN Biro 

Perencanaan dan Keuangan 

88.7 

7 Menguatnya pengelolaan 

datadan informasi 

pengawasan Obat 

danMakanan di Biro 

Perencanaan danKeuangan 

1 Indeks pengelolaan data dan 

informasi di Biro Perencanaan 

dan Keuangan 

3 

8 Terkelolanya Keuangan di Biro 

Perencanaan dan Keuangan 

secara Akuntabel 

1 Tingkat efisiensi penggunaan 

anggaran Biro Perencanaan dan 

Keuangan 

100 
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2.6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 202 4 

Berikut pencapaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2024: 

Tabel 2. 6 Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 202 4 

No Indikator Kinerja  Target  Realisasi Capaian Predikat  

1 Nilai AKIP komponen 

PerencanaanKinerja, Pengukuran 

Kinerja, PelaporanKinerja dan 

Pencapaian Kinerja BPOM 

62.25 61 97.99% Cukup 

2 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 

BPOM 

93.23 80.08 85.90% Cukup 

3 Nilai Indikator Kinerja 

PelaksanaanAnggaran (IKPA) BPOM 

96.15 98.27 102.20% Sangat 

Baik 

4 Persentase kesesuaian 

LaporanKeuangan BPOM yang 

disusun sesuaiSAP 

100 100 100% Baik 

5 Indeks kepuasan internal 

BPOMterhadap layanan dukungan 

manajemenBiro Perencanaan dan 

Keuangan 

3.85 3.69 96% Cukup 

6 Persentase kesesuaian 

dokumenperencanaan, 

penganggaran, monevdan 

pelaporan kinerja, 

pelaksanaananggaran dan 

pelaporan keuangan satker terhadap 

pedoman 

92 92 100% Baik 

7 Persentase dokumen perencanaan, 

penganggaran, monev dan 

pelaporan kinerja, pelaksanaan 

anggaran dan pelaporan keuangan 

BPOM yang diselesaikan tepat waktu 

dan sesuai standar  

100 100 100% Baik 

8 Persentase dokumen perencanaan, 

penganggaran, monev dan 

pelaporan kinerja, pelaksanaan 

anggaran dan pelaporan keuangan 

SESTAMA yang diselesaikan tepat 

waktu dan sesuai standar  

100 100 100% Baik 
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Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 13 indikator kinerja utama sebagaimana tercantum 

dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024, diperoleh hasil 

bahwa sebanyak 2 indikator  berada dalam kategori Sangat Baik , 5 indikator  dengan 

kategori Baik , dan 6 indikator  termasuk dalam kategori Cukup . Hasil ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, serta 

mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan akuntabel. 

Keterangan:  

 

 

No  Indikator Kinerja  Target  Realisasi Capaian Predikat  

9 Indeks RB Biro Perencanaan dan 

Keuangan 

91.9 88.23 96% Cukup 

10 Nilai Pengelolaan Kearsipan 97.5 98.46 101% Sangat 

Baik 

11 Indeks Profesionalitas ASN Biro 

Perencanaan dan Keuangan 

88.7 84.74 95.54% Cukup 

12 Indeks pengelolaan data dan 

informasi di Biro Perencanaan dan 

Keuangan 

3 2.75 92% Cukup 

13 Tingkat efisiensi penggunaan 

anggaran Biro Perencanaan dan 

Keuangan 

100 100 100% Baik 
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BAB 3:   

HASIL KEGIATAN BIRO 

PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

SEPANJANG TAHUN 2024 

 

Pencapaian 8 Sasaran Kegiatan dan 13 Indikator Kinerja tersebut dilakukan melalui 

program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh kedelapan Tim 

Kerja dan 1 Sub Bagian diantaranya, Tim Kerja Perencanaan, Tim Kerja Penganggaran, 

Tim Kerja Urusan Daerah, Tim Kerja Hibah, Tim Kerja Pengarusutamaan Gender, Tim 

Kerja Keuangan, Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Tim 

Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja, Subbagian Tata Usaha juga kegiatan 

yang disusun dengan melibatkan lintas sektor/supra sistem.  

 

SASARAN KEGIATAN 1: 

MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN MANAJEMEN 

BPOM DI LINGKUP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

IKU 1: NILAI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA PENGUKURAN 

KINERJA PELAPORAN KINERJA BPOM 

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 1 

adalah: 

A. RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2024 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Tahun 2024 merupakan forum koordinasi yang dilaksanakan antara BPOM bersama 

lintas sektor yang membahas perencanaan Pengawasan Obat dan Makanan, serta 

sinkronisasi perencanaan antar Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Pelaksanaan Rakernas BPOM 2024 merupakan momentum dalam konsolidasi dalam 

proses perencanaan kontribusi BPOM dalam Rancangan Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang dijabarkan lebih lanjut dalam 

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2025-2029. 

Rapat Kerja Nasional 

(Rakernas) 2024 dilaksanakan secara 

daring dan luring pada tanggal 26 -28 

Maret 2024 bertempat di Hotel 

Gumaya, Semarang. Kegiatan ini 

dipimpin oleh Plt. Kepala Badan POM 

dan diikuti oleh seluruh unit kerja di 

lingkungan Badan POM dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di 

seluruh Indonesia. Tema utama 

Rakernas Badan POM 2024 adalah 

òPenguatan Pengawasan Obat dan 

Makanan: Mendukung Pertumbuhan Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang 

Inklusif dan Berkelanjutan". 

Rangkaian kegiatan Rakernas diawali dengan diskusi Panel dari Pihak Eksternal 

dengan tema pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 

oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian 

PPN/Bappenas. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Kebijakan 

Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB. Selain itu dari 

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian 

Keuangan juga memberikan pemaparan mengenai Postur Anggaran K/L Tahun 2025 

serta Sinkronisasi Program Pengawasan Obat dan Makanan Daerah pada RPJMD oleh 

Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian 

Dalam Negeri. Pembahasan mengenai Distribusi Obat Program dan Vaksin 

disampaikan oleh Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian 

Kesehatan, serta Pengelolaan Masalah Gizi: Sinergi Penanganan Masalah Kurang Gizi 

dan Asupan GGL oleh Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian 

Kesehatan. 

 

Gambar 3. 1 Pembukaan Rapat Kerja Nasional 

Tahun 2024 oleh Plt. Badan POM  
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Gambar 3. 2 Kegiatan Rapat Kerja Nasional BPOM Tahun 2024  

 

Tujuan penyelenggaraan Rakernas adalah melakukan konsolidasi Rancangan 

Teknokratik RPJMN dan Renstra BPOM 2025-2029, serta menyusun dokumen 

perencanaan Rencana Kerja (Renja) BPOM Tahun Anggaran 2025, dimana seluruh unit 

kerja berdiskusi untuk memberikan masukan terhadap Arah Kebijakan dan Program 

Prioritas BPOM 2024 serta Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Unit Eselon I dan 

II untuk mencapai Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan sejalan dengan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dukungan Badan POM terhadap RKP 2025 

termasuk dalam Kegiatan Prioritas Nasional keempat yaitu Memperkuat Pembangunan 

Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi 

olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan 

penyandang disabilitas. 

 

B. FORUM DISKUSI JABTAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) BPOM   

 

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, soliditas, serta profesionalitas JFP BPOM telah 

dilaksanakan Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM pada tanggal 

20 ð 21 Juni 2024 yang diselenggarakan di Hotel Raja Mandalika, Kab. Lombok Tengah, 

Prov. NTB. Forum diskusi JFP yang mengusung tema òPeran Strategis Perencana 

sebagai Think Tank Pengawasan Obat dan Makananó, diikuti sebanyak 75 orang 

Perencana dan Calon Perencana, baik dari Unit Pusat maupun UPT BPOM. Hasil yang 

diharapkan dari forum ini adalah peserta mampu melaksanakan peran dan tugasnya 

sebagai Perencana sesuai pedoman dan memberikan kontribusi aktif dalam 

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di bidang Pengawasan Obat dan 

Makanan. 
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Pertemuan dibuka dengan sambutan dan 

arahan dari Ibu Dr. Dra Lucia Rizka Andalucia, 

Apt., M.Pharm., MARS selaku Plt. Kepala 

BPOM. Kegiatan dilakukan dengan 

melibatkan narasumber dari Pusat 

Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan 

Perencana (Pusbindiklatren) - Bappenas, 

Departemen MKP Fisipol UGM dan Sharing 

Session bersama Ibu Dr. Penny K Lukito dan Coach Harri Firmansyah dengan agenda: 

Re- Integrating Values & Strengthening Culture. 

  

Gambar 3. 3 Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM  

Di dalam forum diskusi disampaikan mengenai tugas dan beban kerja Jabatan 

Fungsional Perencana dimana tugas JFP Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, 

merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi 

pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan 

mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Namun saat ini, beban kerja JFP 

perencana masih sangat banyak di luar ranah perencana sehingga tidak dapat fokus 

pada tugas perencanaan. Upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, 

diantaranya yaitu menyusun Pedoman Teknis Kinerja JFP sebagai acuan dalam 

pelaksanaan kinerja JFP, menyusun analisis beban kerja (ABK) pegawai JFP, dan 

menyusun rencana peningkatan kompetensi bersama PPSDM. 

Selain itu, pada forum diskusi ini peserta dibina dalam hal teknis pembuatan Policy 

Brief dan Policy Paper dalam rangka meningkatkan kompetensi JFP Perencana dalam 

menganalisis isu kebijakan, pengambilan keputusan, serta mengembangkan 

rekomendasi kebijakan.  
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C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA 

TAHUN 2024  

Terbagi dalam 5 kategori, diantaranya: 

1. Jumpa Pakar:  Menakar Kesenjangan dalam Pengawasan Obat dan 

Makanan  

Jumpa Pakar merupakan forum peningkatan 

kapasitas dan sensitivitas gender bagi Pimpinan 

Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis 

bersama dengan pakar gender yakni Bapak Yulius 

Hendra (pakar gender dan Penasihat PATTIRO). 

Untuk tahun 2024, jumpa pakar diselenggarakan 

dalam tiga batch. Batch Kesatu dilaksanakan pada 

22-23 Februari 2024 dihadiri oleh 33 orang Kepala UPT, Batch Kedua dilaksanakan pada 

21-22 Maret 2024 dihadiri oleh 13 orang Pimpinan Tinggi Pratama, sedangkan Batch 

Ketiga dilaksanakan pada 7-8 Mei 2024 dihadiri 56 orang Kepala UPT dan Pimpinan 

Tinggi Pratama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, sensitivitas, dan 

kepedulian terhadap isu gender, sekaligus memperdalam pemahaman peserta 

terhadap analisis gender serta mendorong inisiatif masing-masing pimpinan Unit 

Kerja.  

  

Gambar 3. 4 Jumpa Pakar dalam forum  peningkatan kapasitas dan sensitivitas gender 

bagi Pimpinan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis  
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2. Penguatan Sensitivitas Gender Satuan Kerja  

Untuk lebih memperkuat pemahaman dan kepedulian terhadap isu gender bagi 

pegawai, diselenggarakanlah Penguatan Sensitivitas Gender bagi staf dan perwakilan 

Organisasi Perangkat Daerah di wilayah sekitar Kota Semarang dan Kota Banjarmasin. 

Batch Kesatu dilaksanakan di BBPOM Semarang pada 5-6 Maret 2024 dengan jumlah 

peserta sejumlah 28 orang dan Batch Kedua dilaksanakan di BBPOM Banjarmasin pada 

14-15 Mei 2024 dengan jumlah peserta sejumlah 56 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, sensitivitas, dan kepedulian terhadap isu gender, sekaligus 

memperdalam pemahaman peserta terhadap analisis gender. Metode pembelajaran 

yang digunakan antara lain pemutaran video. 

 

  

Gambar 3. 5 Penguatan Sensitivitas Gender bagi staf dan perwakilan Organisasi 

Perangkat Daerah  

 

3. Konsolidasi Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Rincian Output 

yang ditagging ARG TA 2025 

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan 

tahunan, penganggaran tahun sebelumnya, serta pelaksanaan dan pemantauan 

pada tahun berjalan. Pada 17 September 2024, sebanyak 37 Aparatur Sipil 

Negara dari 15-unit kerja mengikuti keg iatan yang dipandu oleh Bapak Yulius 

Hendra (pakar gender dan Penasihat PATTIRO). Kegiatan ini diawali dengan 

pemaparan materi mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender, 

eksplorasi isu gender, serta Gender Action Budget. Peserta kemudian menyusun 

Gender Analysis Pathway dan Gender Action Budget yang selanjutnya direviu 

oleh pakar untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan prinsip 

Pengarusutamaan Gender. 
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Gambar 3. 6 Kegiatan yang dipandu oleh Bapak Yulius Hendra (pakar gender dan 

Penasihat PATTIRO) 

 

4. Penyusunan Video Pembelajaran Pengarustamaan Gender bidang 

Pengawasan Obat dan Makanan  

Sebagai upaya menurunkan kesenjangan akses terhadap informasi dan materi tekait 

Pengarusutamaan Gender serta memperkuat pemahaman dan implementasi PUG 

dalam pengawasan obat dan makanan diselenggarakan kegiatan penyusunan video 

pembelajaran pada 28 September 2024. Video Pembelajaran ini kemudian dimasukkan 

dalam IDEAS PPSDM. Dengan fasilitasi dari Bapak Yulius Hendra, peserta mendapatkan 

wawasan mendalam mengenai integrasi perspektif gender dalam materi edukasi, 

sekaligus memastikan bahwa video yang dikembangkan dapat menjadi alat 

pembelajaran yang efektif dalam mendukung penerapan PUG di sektor pengawasan 

obat dan makanan. 

 

  

Gambar 3. 7 Proses Pengambilan Video untuk  Video Pembelajaran Pengarustamaan 

Gender 

 

5. Pertemuan Rutin Anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG BPOM dan 

Subkelompok Kerja (Subpokja) PUG Satuan Kerja  
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Untuk meningkatkan pemahaman dari anggota Pokja-Subpokja PUG serta pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi PUG pada tahun berjalan, diselenggarakanlah pertemuan rutin 

yang dilakukan setiap tiga-empat bulan sekali. Pada pertemuan pertama, dilakukan 

diskusi tematik pembelajaran Beset Practice implementasi PUG  pada Kementerian Luar 

Negeri. 

 

 

 

Gambar 3. 8  Pertemuan Da ring bersama  Pokja-Subpokja PUG serta pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi PUG  
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D. PENGEMBANGAN APLIKASI SIMETRIS RHPK 

Aplikasi RHPK merupakan sistem pelaporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

(RHPK) yang dilaporkan secara elektronik di lingkungan BPOM. Pelaporan RHPK 

dilakukan secara berkala per bulan. Unit kerja pusat dan UPT melakukan pelaporan 

capaian kinerja dan anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya melalui aplikasi 

RHPK per bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, sehingga kepala unit 

dapat melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran unit kerjanya 

masing-masing pada RHPK. Dilihat dari penting nya aplikasi RHPK yang dimanfaatkan 

oleh unit Pusat dan UPT, sehingga perlu penyempurnaan aplikasi yang dapat 

memudahkan user dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya. 

Sebelumnya di tahun 2023 Aplikasi RHPK sudah melakukan pengembangan namun 

belum maksimal. Di tahun 2024 Aplikasi RHPK dikembangkan kembali, guna untuk 

penyempurnaan aplikasi dalam memudahkan user dan tim Monev dan Lapkin untuk 

monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran unit pusat dan UPT.  

Pengembangan Aplikasi RHPK mencakup terkait integrasi data dengan aplikasi unit 

melalui satu data BPOM. Integrasi data dilakukan, agar unit Pusat dan UPT tidak 

melakukan input manual lagi di Aplikasi RHPK dalam melaporkan hasil pelaksanaan 

kegiatannya. 

Dari hasil pengembangan tahun 2023, masih ditemukan rumus yang belum sesuai 

dengan pedoman monev. Oleh karena itu, perlu perbaikan rumus pada monev 

overview yang masih ditemukan kesalahan rumus penghitungan data hasil rekapan 

pelaksanaan kegiatan unit Pusat dan UPT.  

Pengembangan Aplikasi RHPK tahun 2024 ini juga mencakup terkait penyempurnaan 

fitur -fitur yang belum berjalan optimal serta penambahan sub menu monitoring data 

API dan log API, role user, role akses dan panduan user guide guna untuk memudahkan 

admin pusat dalam monitoring aliran data yang bersumber dari API serta melakukan 

setting role user, role akses, log user, log activity pada pengguna Aplikasi RHPK. Berikut 

detail pengembangan yang telah dilakukan: 

a. Integrasi Data dengan Aplikasi Satu Data BPOM  

 

Beberapa data yang telah diintegrasikan ke Aplikasi RHPK melalui Aplikasi Satu 

Data BPOM yaitu data indikator dan target dari aplikasi e-planing, data profil 

peraturan, standar, dan pedoman BPOM dari aplikasi SISOBAT,  data hasil operasi 



  

43  

intelijen, rawan kasus, dan patroli siber dari aplikasi penindakan, data hasil analisis 

kebijakan dari aplikasi Pusakom, data pengawasan iklan pre reviu dari aplikasi 

Sireka, data pengawasan iklan dan label/penandaan obat tradisional dan suplemen 

kesehatan dari aplikasi SIPT, dan data hasil pemeriksaan sarana produksi obat 

tradisional, suplemen kesehatan dan pangan olahan dari aplikasi SIPT. 

 
Gambar 3. 9 Data yang telah terintegrasi dengan Satu Data BPOM  

 

b. Perbaikan rumus sesuai pedoman monev di menu monev overview  

 

Gambar 3. 10 Tabel-tabel di menu overview  

 



  

44  

c. Penambahan dan penyempurnaan fitur  

 

Gambar 3. 11 Aliran Data API  

  

 

Gambar 3. 12 Sub menu role user  

 

 

Gambar 3. 13 sub menu role akses  
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Gambar 3. 14 sub menu log API  

  

 

Gambar 3. 15 sub menu activity  

 

E. REDESIGN APLIKASI E-PERFORMANCE 

Aplikasi e-Performance merupakan sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja 

secara online yang bertujuan untuk melaporkan pencapaian sasaran strategis dengan 

mengacu pada indikator kinerja organisasi yang disusun berdasarkan Balanced Score 

Card (BSC).  

Aplikasi e-Performance dibangun tahun 2019, sehingga secara framwork sudah tidak 

update dan berisiko terhadap keamanan data. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

redesign Aplikasi e-Performance guna untuk keamanan data dengan cara mengupdate 
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framework yang terbaru. Dan tidak hanya fokus pada update framework, redesign 

aplikasi e-Performance juga berfokus dalam penambahan fitur yang dapat 

memudahkan user pusat dan UPT dalam melaporkan pencapaian sasaran strategisnya. 

Aplikasi e-Performance saat ini menggunakan framework yang terbaru yaitu laravel 9.0 

dengan PHP 8.2, database postgresql dan sudah user friendly, sehingga lebih aman dan 

memudahkan dari versi yang sebelumnya. 

Beberapa fitur yang dikembangkan antara lain menu dashboard, menu laporan, menu 

RTL, menu renstra, menu realisasi IKU, menu verifikasi realisasi IKU, menu realisasi 

anggaran, menu import data RAPK, menu kerangka kerja logical framework, menu 

pohon kinerja, menu e-tiket, menu pemberitahuan, menu setting dan menu panduan 

user guide. Dan tidak hanya penambahan fitur, redesign Aplikasi e-Performance juga 

mencakup integrasi data dengan data sakti, SIMAKIN dan RHPK melalui Aplikasi Satu 

Data BPOM.  

Berikut fitur -fitur Aplikasi e-Performance yang telah dikembangkan: 

a. Menu Dashboard  

Informasi yang tersedia di menu dashboard antara lain : peta sebaran realisasi 

anggaran, grafik realisasi anggaran dan tabel monitoring IKU. 

 

 

Gambar 3. 16 Menu Dashboard  
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b. Menu Renstra  

Di menu renstra terdapat data renstra unit selama 5 tahun 

 

Gambar 3. 17 Menu Renstra  

 Menu Realisasi IKU  

Pada menu realisasi IKU terdapat informasi data indikator kinerja unit serta target 

dan realisasi per bulannya. 

 
Gambar 3. 18 Menu Realisasi IKU 
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c. Menu Verifikasi Capaian IKU  

Proses verifkasi data capaian IKU seperti berikut:  

 

Gambar 3. 19 Menu verifikasi capaian data IKU  

  

d. Menu Rekomendasi Tindak Lanjut  

Berfungsi untuk menginput data kondisi awal, rekomendasi, timeline, rencana aksi 

dan kondisi akhir setiap IKU unit 

 
Gambar 3. 20 Menu Rekomendasi Tindak Lanjut  
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e. Menu Import RAPK  

Berfungsi untuk import data manual RAPK dalam bentuk excel. Templates excel 

dapat di ekspor dengan memilih p eriode bulan dan nama unit kerja. 

 

Gambar 3. 21 Menu Import RAPK  

 

f.  Menu Realisasi Anggaran  

Data realisasi anggaran per unit yang bersumber dari data SAKTI melalui satu data 

BPOM 

 
Gambar 3. 22 Menu Realisasi Anggaran  
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g. Menu Pohon Kinerja  

Data bersumber dari Aplikasi SIMAKIN yang berisi data indikator dan MPH per 

individu . 

 

Gambar 3. 23 Menu Pohon Kinerja  

 

 

h. Menu Kerangka Kerja Logis  

 
Gambar 3. 24 Menu Kerangka Kerja Logis  

  

 
































































































































































































